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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 

 

 
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  

KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025-2029     

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI SAMPANG, 

 

Mengingat : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah 
kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka 

kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga 
penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program 

nasional. 
  b. bahwa dalam mewujudkan target program nasional, 

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan 

Penanggulangan Tuberkulosis di daerahnya. 
  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang 
Penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab 
menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan Huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah 

Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sampang 
Tahun 2025-2029 

 
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950     
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia. Nomor 9 darı Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965   

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoresią Nomor 2730); 
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  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6      
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023      
Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia     

Nomor 6887); 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 6178); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17    

Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang 
Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 166); 
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80            
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018               
Nomor 157); 

  10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 

tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122); 

  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 
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  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan 

Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 204); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30); 

  15.  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 

tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 50         

Seri E); 
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10         

Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang        

Nomor 10); 
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6          

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Nomor 6); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5         
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025-2029 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Nomor 5); 

  19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2025 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun 2025 Nomor 48). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN SAMPANG 
TAHUN 2025-  

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sampang. 
3. Bupati adalah Bupati Sampang. 
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4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah 

penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh 
kuman Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang 

paru dan organ lainnya. 
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang 

selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah 
program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan 
terukur yang telah disepakati oleh para pemangku 

8. Penanggulangan TBC merupakan segala upaya kesehatan 
yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa 

mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang 
ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, 

menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, 
memutuskan rantai penularan, mencegah resistansi obat 
dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat 

TBC. 
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan 
baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta 
dan atau masyarakat. 

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku 

kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga 
anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang 

kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di 
masyarakat. 

11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah program 
untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta 
keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, 

bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau 
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

Maksud RAD Penanggulangan TBC adalah untuk mempercepat 

eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan 
kematian akibat TBC di Daerah pada tahun 2025-2029. 
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Pasal 3 
Tujuan RAD Penanggulangan TBC adalah mewujudkan 

penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyinergikan 
kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multi 
pihak. 

 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 4 

Ruang Lingkup RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Tahun 

2025-2029, meliputi: 
a. Program Aksi Daerah Kabupaten; 

b. Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC; 
c. Monitoring dan Evaluasi; 

d. Pembiayaan. 
 

BAB IV 

PROGRAM AKSI DAERAH 
 

Pasal 5 
(1) Bupati menetapkan RAD Penanggulangan TBC Kabupaten 

Tahun 2025-2029. 
(2) RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Tahun 2025-2029 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB V 
PELAKSANAAN 

 

Bagian Kesatu 
Kelembagaan Non Struktural 

 
Pasal 6 

(1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk 

Tim Percepatan PenanggulanganTBC. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati.  

 
Bagian Kedua 

Pelibatan Masyarakat 
 

Pasal 7 
(1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan 

pelibatan masyarakat. 

(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada        
ayat (1), meliputi: 

a. Pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC 
dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan 

b. Pemberian dorongan kepada masyarakat untuk 
berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di 
lingkungannya. 
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Bagian Ketiga 

Peran Pemerintah Daerah 
 

Pasal 8 

(1) Bupati menyelenggarakan fasilitas dalam rangka 
pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC. 

(2) Penyelenggaraan fasilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 

a. Meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas 
organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku 
kepentingan dalam melaksanakan percepatan 

penanggulangan tuberkulosis secara besar-besaran; 
b. Pelibatan multisektor dan masyarakat dalam 

penanggulangan TBC;               
c. Penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan 

secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan; 
d. Upaya penemuan kasus secara aktif di institusi; 
e. Mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan 

cara memberikan dukungan komplementer selama 
pengobatan kepada orang dengan TBC; 

f. Sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat 
secara massif; 

g. Monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten; 
h. Kepemimpinan yang kuat di setiap level 

pemerintahan; 

i. Terdapat satgas di tiap level pemerintahan 
(desa/kelurahan, kecamatan) yang memimpin 

penanggulangan TBC; dan 
j. Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC. 

 
Pasal 9 

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan. 

 
 

BAB VI 
MONITORING, EVALUASI SERTA PELAPORAN 

 
Pasal 10 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah 

bidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target 

indikator utama dan target indikator operasional 
pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC. 

 

Pasal 11 
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintah bidang kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD 

Penanggulangan TBC kepada Bupati secara berkala setiap 3 
(tiga) bulan dan/atau dalam hal diperlukan. 

 



 
























































































